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Assalamu’alaikum Wr.Whb.

Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam
kebajikan, salam sehat untuk kita semua.

Yang saya hormati,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat;

Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh jajarannya;

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik;

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar;

Pimpinan Fakultas, Pusat Studi, dan Lembaga di lingkungan UGM;
Segenap civitas akademika Universitas Gadjah Mada;

Para hadirin, tamu undangan, dan kerabat kerja yang berbahagia.

Pendahuluan

Puji Syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan
Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya, sehingga kita semua bisa hadir,
baik secara langsung di Balai Senat Universitas Gadjah Mada maupun
secara virtual. Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu
diselesaikan agar Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan
Terbatas (Persero) dapat menjalankan tugasnya sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) secara optimal.*

Terjadinya kekurangoptimalan? kinerja Persero sekarang ini
antara lain disebabkan adanya ketidakselarasan hukum dan peraturan
perundangan yang tidak mendukung penerapan prinsip-prinsip
pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada tujuan perusahaan
yakni meningkatkan nilai pemegang saham melalui pencapaian laba

! Lihat Pasal 2 ayat (1) UU BUMN: “Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a.
memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya
dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan;”

2 Lihat Konsideran Menimbang huruf b dan huruf ¢ UU BUMN: “bahwa Badan Usaha
Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian
nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; c. bahwa pelaksanaan peran
Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat belum optimal;” (huruf tebal dari penulis)
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yang ditargetkan maupun ukuran-ukuran kinerja perusahaan lainnya.
Penyebab utama disharmoni hukum ini terletak pada perbedaan
persepsi tentang kekayaan Persero yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan yang dianggap secara yuridis merupakan bagian dari
kekayaan/keuangan negara sehingga yurisdiksi hukum privat menjadi
tidak terpisahkan dari yurisdiksi hukum publik khususnya hukum
adminstrasi negara dan hukum pidana menyangkut mengenai aset dan
pengelolaan Perseroan. Pada kesempatan yang sangat terhormat ini,
perkenanlah saya menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar limu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul

“Meninjau Kembali Anggapan Yuridis Kekayaan Perseroan
Merupakan Bagian Dari Keuangan/Kekayaan Negara dan
Perlakuannya di Masa Yang Akan Datang.”

Hadirin yang saya muliakan,

Sebagaimana banyak diulas dalam diskusi-diskusi di media,
jurnal-jurnal hukum, dan bahkan di Pengadilan Mahkamah Konstitusi,
akar ketidakselarasan tersebut terletak pada klaim dari beberapa
undang-undang terhadap aset Persero yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan sebagai keuangan/kekayaan negara. Akibat dari
klaim tersebut maka keputusan-keputusan pengelolaan perusahaan
yang dikenal sebagai business judgement rule yang diambil oleh direksi
dan/atau dewan komisaris yang dianggap wajar dalam dunia bisnis
dapat dikategorikan sebagai perbuatan merugikan keuangan/kekayaan
negara.® Sebagai akibatnya, keputusan tersebut masuk dalam jeratan
hukum anti korupsi sebagai perbuatan pidana korupsi.*

Klaim terhadap kekayaan Persero sebagai keuangan/kekayaan
negara ini tidak saja menghambat pencapaian tujuan perusahaan secara
optimal tetapi juga, dari perspektif hukum, khususnya hukum bisnis,
telah mengabaikan asas-asas, teori-teori maupun adagium-adagium
hukum maupun hukum bisnis yang menimbulkan ambiguitas dalam
pengelolaan Persero, apakah berpegang pada hukum dan peraturan-

3 Lihat Alinea keempat Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor”
4 Llhat Pasal 2 ayat (1) UU
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peraturan hukum dan hukum bisnis di ranah hukum keperdataan atau
harus berpegang pada asas-asas hukum pidana dan hukum adminstrasi
negara di ranah hukum publik. Eksistensi kedua ranah hukum tersebut
menempatkan direksi dan/atau dewan komisaris dalam posisi yang
sulit. Peluang-peluang bisnis yang dipandang sangat strategik untuk
mengoptimalkan keuntungan bisa jadi harus dilewatkan begitu saja jika
berisiko merugikan perusahaan yang dapat masuk dalam ranah pidana
korupsi. Pidato ini akan mencoba menjawab tantangan Persero ke
depan melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan bagaimana argumen
klaim atas kekayaan Persero menjadi kekayaan negara? Bagaimana
pengabaian asas-asas dan kaidah-kaidah hukum dan hukum bisnis
timbul dan bagaimana akibat dari pengabaian tersebut? Bagaimana
prospek hukum yang mengatur BUMN ke depan agar dapat
memberikan dukungan yang kuat terhadap pengelolaan Persero?

Klaim Kekayaan Persero Sebagai Kekayaan Negara atau
Keuangan Negara

Hadirin yang saya hormati,

Keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.®> Termasuk
dalam cakupan keuangan negara adalah kekayaan negara yang
dipisahkan.® Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) menyebutkan bahwa:
“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri
atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta
hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

> Lihat Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara
6 pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara.
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Selain UU Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1
Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan
Negara) juga mengatur tentang kekayaan negara yang dipisahkan yang
pada intinya termasuk dalam kategori pertanggungjawaban keuangan
negara.” Kekayaan negara yang dipisahkan ini menurut UU Tipikor
termasuk pula dalam kategori keuangan negara. Dijelaskan dalam
alinea keempat Penjelasan Umum sbb:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan

negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak

dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara
dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat

lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b)

berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,

badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara,

atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga
berdasarkan perjanjian dengan Negara.”®

Argumen klaim terhadap kekayaan negara yang dipisahkan
sebagai keuangan/kekayaan negara, antara lain, didasarkan pada
pemahaman bahwa Persero merupakan kepanjangan tangan Pemerintah
dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan
demikian posisi Persero adalah melakukan pengelolaan keuangan
negara meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma
yang berbeda-beda.®

Selaras dengan terminologi kekayaan negara yang dipisahkan
sebagai bagian dari keuangan/kekayaan negara maka Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK)
memberikan kewenangan kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN termasuk dan tidak

7 Lihat Pasal 1 angka 1 UU Perbendaharaan

8 Alinea keempat Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

9 Lihat Putusan MK no. 48/PUU-XI 8 September 2014, Paragraph kedua Hal. 228;
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terbatas pada menghitung nilai kerugian negara pada BUMN.° Jika
dalam hasil pemeriksaannya ditemukan adanya unsur pidana, maka
hasil pemeriksaan tersebut dijadikan dasar penyidikan oleh penyidik
yang berwenang berdasarkan undang-undang.!! Penilaian dan/atau
penetapan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan
melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, yang dilakukan oleh
bendahara dan pengelola BUMN lainnya dalam pengelolaan BUMN,
juga menjadi kewenangan BPK.!2

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan Putusan Putusan MK no. 48/PUU-XI 8 September
2014, selain argumen bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang
berupa modal Perseroan merupakan kepanjangan pemerintah, karena
Persero menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31,
Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945, maka Persero merupakan
kepanjangan negara, dan oleh karena itu, dari perspektif modalnya
badan hukum tersebut tidak dapat dipandang sepenuhnya sebagai badan
hukum privat.®® Argumen lainnya terhadap klaim kekayaan negara
yang dipisahkan sebagai kekayaan negara adalah berupa penafsiran
Mahakamah Konstitusi (MK) tentang tujuan dicakupnya kekayaan
negara yang dipisahkan sebagai kekayaan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara adalah agar
negara dapat mengawasi pengelolaan keuangan negara dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 23 UUD 1945.}* Dalam
putusan MK yang lain, yakni Putusan MK No. 62 PUU-XI,° dikatakan

10| jhat Pasal 6 ayat (1) UU BPK
11 |_Ihat Pasal 8 ayat (4) BPK
12 ihat Pasal 10 UU BPK.

Bpytusan MK no. 48/PUU-XI 8 September 2014., Ibid, Paragraf kedua
Pertimbangan, Hal. 226

4pytusan MK no. 48/PUU-XI 8 September 2014., Ibid. Paragraf ketiga
Pertimbangan, Hal. 229

15 putusan MK No. 62/PUU-XI1/2013, tanggal 18 September 2014.
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bahwa pemisahan kekayaan negara dalam BUMN/BUMD tidak dapat
diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN/BUMD,
melainkan dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha dalam rangka
bisnis.'® Lebih lanjut pada pertimbangan putusan hakim MK tersebut
dikatakan bahwa pemisahan kekayaan negara tersebut bukanlah
transaksi yang mengalihkan suatu hak, dengan demikian kekayaan
negara yang dipisahkan masih tetap menjadi kekayaan negara.’

Pengabaian Asas-asas dan Kaidah-kaidah Hukum Bisnis Atas
Klaim Kekayaan Perseroan Sebagai Kekayaan Negara

Hadirin yang berbahagia,

Menarik untuk dicatat bahwa terminologi keuangan negara
pernah dirumuskan oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor  Kep-225/Mk/V/4/1971  Tentang Pedoman
Pelaksanaan ~ Tentang  Inventarisasi  Barang-barang  Milik
Negara/Kekayaan Negara. Pasal 1 SK Menteri Keuangan RI secara
eksplisit menyebutkan bahwa kekayaan negara tidak termasuk dalam
ranah keuangan negara. Pemahaman yang sudah benar ini tersisihkan
dengan terbitnya UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara,
UU BPK, dan UU Tipikor yang memberikan pemahaman sebaliknya.8

Terminologi kekayaan negara yang dipisahkan oleh UU BUMN
dirumuskan sebagai kekayaan negara yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan
modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas
lainnya.’® Phrasa “untuk dijadikan penyertaan modal” secara
gramatikal dapat ditafsirkan bahwa terdapat dua tahap dalam proses
penanaman modal Perseroan yakni tahap pertama berupa pemisahan
kekayaan negara yang disebut sebagai “kekayaan negara yang
dipisahkan,” kemudian dilanjutkan ke tahap kedua berupa penanaman

16pytusan MK no. 48/PUU-XI 8 September 2014., Ibid. paragraf kedua, Hal. 229
7 |bid. Paragraf ketiga, Hal. 231

18 |_Ihat Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 UU Perbendaharaan
Negara, Pasal 6 ayat (1) UU BPK, dan Alinea keempat Penjelasan Umum UU Tipikor.
19 Lihat Pasal 1 angka 10 UU BUMN.



kekayaan yang dipisahkan tersebut dimasukkan ke dalam modal
Perseroan. Jika dimaknai demikian maka proses penanaman modal
yang berasal dari kekayaan negara yang “telah dipisahkan” tersebut
pada dasarnya merupakan peralihan status dari kekayaan negara
menjadi kekayaan Perseroan yang direpresentasikan sebagai modal
Perseroan.

Hadirin yang saya muliakan,

Atas penanaman kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam
modal Perseroan, sebagai gantinya negara memperoleh saham yang
merupakan surat yang atasnya bersenyawa setidaknya dua buah hak,
yakni hak suara dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Perseroan dan hak atas pembagian laba Perseroan yang disebut dividen.
Jadi ada perubahan wujud kekayaan dari dana yang disetorkan kepada
Persoroan menjadi saham Perseroan. Selaras dengan pemahaman ini,
Soeria Atmadja dan Hartono memperkenalkan teori transformasi status
hukum uang publik menjadi uang perdata berupa diferensiasi kekayaan
publik dan kekayaan privat sebagai bentuk batas-batas tanggung jawab
negara dalam lapangan hukum kekayaan negara.?° Istilah transformasi
digunakan oleh Henk Simons dengan istilah meta recht dalam
disertasinya yang berjudul “Publiekrecht of Privatrecht” tahun 1993 2!
Soeria Atmadja dan Hartono menjelaskan bahwa: “..negara dan/atau
lembaga negara sebagai subyek hukum publik tidak memiliki
kewenangan apapun dalam lapangan hukum perdata yang
menyebabkan intervensi oleh penguasa terhadap BUMN, dan
menjadikan BUMN tidak mampu menjalankan kemandiriannya
maupun dalam bersaing sesama badan usaha sebagaimana layaknya
perusahaan.

BUMN menurut konsep hukum keuangan publik dikreasikan
sebagai serangkaian struktur (a set of structural) entitas bisnis yang
pratiknya mengakar (deep rooted business practices) sebagai kekuatan

20 | ihat Soeria Atmadja, Arifin dan Hartono, Darminto, 2011, Reformasi Hukum
Indonesia Financial Law Perspective Terhadap Penyelesaian Utang-Piutang, Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, Hal. 40-41

21 Loc.cit.



ekonomi suatu bangsa. Dalam konsep bisnis tersebut sulit dilakukan
jika regulasi terhadap BUMN memiliki pola pikir serba-negara yang
justru secara akan menciptakan perasaan kurang nyaman (insecure
feeling) dari pengelola BUMN, sehingga praktek bisnis yang dijalankan
tidak dapat menghasilkan portfolio bisnis yang menjadi mesin
pertumbuhan (engine of growth) ekonomi negara.?? Dikatakan oleh
Soeria dan Hartono, bahwa dengan teori transformasi tersebut secara
teori hukum, negara atau lembaga negara tidak memiliki kewenangan
publik dalam BUMN disebabkan telah terjadi perubahan fungsi dan
transformasi status hukum kekayaan/keuangan dalam BUMN, dari
tugas dan kewenangan (taak en bevoegdheid) sebagai badan hukum
publik menjadi hak dan kewajiban sebagai akibat transaksi horizontal
dan transformasi status hukum uang negara menjadi uang perdata, yang
hakekatnya kemudian menjadi uang perdata, yang akibatnya kemudian
menjadi dasar yang kuat untuk menguatkan hak dan kewajiban BUMN
sebagai badan hukum.?

Perlu diingat bahwa keterlibatan negara pada Persero harus
dilihat sebagai penundukan diri negara ke ranah hukum privat.
Perlakuan kedudukan setara antara badan hukum publik dan badan
hukum privat sebenarnya telah menjadi asas hukum yang diakui oleh
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda baru, yakni Nieuwe
Burgerlijk Wetboek (NBW). Pasal 1 buku 2 NBW mengatur tentang
eksistensi badan hukum publik (negara),?* dan Pasal 3 buku 2 NBW
mengatur mengenai eksistensi badan hukum privat.?® Pasal 5 buku 2
NBW, tanpa membedakan kedua bentuk badan hukum tersebut,
mengatur bahwa sepanjang mengenai hukum benda, badan hukum dan

22| oc.cit
23 | oc.cit.

24 pasal 1 buku 2 NBW; “The State, the Provinces, the Municipalities, the Water
Boards and all other bodies to which legislative power has been granted under the
Dutch Constitution have legal personality.”

2> Associations (‘verenigingen’), Cooperatives (‘codperaties’), Mutual Insurance
Societies (‘onderlinge waarborgmaatschappijen'), Open Corporations*) ('naamloze
vennootschappen'), Closed Corporations**) 'besloten vennootschappen') and
Foundations (‘stichtingen') have legal personality.



orang perorangan adalah sama atau seimbang.?® Ini artinya, baik badan
hukum publik, sepanjang mengenai hukum benda, kedudukannya sama
seperti orang perorangan, sehingga hukum publik harus tunduk
kedalam ranah privat. Pemahaman ini selaras dengan Stroink dan
Steenbeek. sebagaimana dikutip oleh Hadjon et. all.,?” dan juga Soeria
Atmadja?® yang mengatakan bahwa:

“Apabila badan hukum publik ikut serta dalam hubungan hukum
keperdataan maka dia tidak bertindak sebagai penguasa, sebagai
organisasi kekuasaan tetapi dia menggunakan hak-hak pada
kedudukan yang sama dengan rakyat. Badan-badan tersebut pada
dasarnya tunduk pada peradilan biasa seperti halnya rakyat
biasa.”

Pemahaman bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang
berada pada ranah privat memiliki landasan yang kuat. Pasal 33 ayat (1)
UUD 1945 mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kata kekeluargaan
menggambarkan tidak saja suatu kesatuan yang mencakup kelompok
kekeluargaan saja namun juga sebagai kesatuan dari kelompok
masyarakat.?® Phrasa “usaha bersama” diterjemahkan sebagai gotong-
royong. Kuntjaraningrat, sebagaimana dikutip oleh Budiono®
mengartikan gotong royong sebagai “cooperation between members of
community. Usually this meaning further elaborated by the addition of

26 As far as it concerns the law of property, a legal person is tantamount (equal) to a
natural person, unless the contrary results from law.

27 Hadjon, Philipus M et.all, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah
Mada University Press, Hal.167

28 goeria Atmadja, Arifin, 2012, Pola Pikir Hukum (Legal Mindscapes) Definisi
Keuangan Negara yang Membangun Praktek Bisnis Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang Mengakar (Deep Rooted Business Practiced), Disampaikan dalam
Seminar Publik “Perspektif UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Keuangan Negarta
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” diselanggarakan oleh
DIPONEGORO INSTITUTE, Jakarta, 25 Januari 2012, Hal. 7.

29 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999, Balai Pustaka. Hal 413

30 Budiono, Herlien, 2015, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia
(Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, Hal. 191
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some idealistic connotation, such as the cooperation springs from a
desire to serve the common good.” Gambaran tentang usaha bersama
dan gotong royong tersebut mencerminkan bahwa perekonomian
Indonesia memang memberikan ruang kepada privat untuk beraktivitas
bisnis dengan semangat kebersamaan pada ranah privat.

Argumen bahwa Persero merupakan kepanjangan tangan
pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti luas
sehingga posisi Persero dianggap melakukan pengelolaan keuangan
negara tidaklah tepat. Ada lima alasan mengapa hal tersebut dianggap
tidak tepat. Pertama, sebagaimana diuraikan di atas, asas
“kekeluargaan” dan prinsip “usaha bersama” pada kegiatan ekonomi
yang dirumuskan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengandung makna
bahwa hubungan para pihak yang berekonomi dikonstruksi sebagai
hubungan keperdataan. Kedua, berdasarkan prinsip hukum perdata
Belanda, sebagaimana dijelaskan di atas, sepanjang menyangkut
hukum benda, kedudukan badan hukum dan orang perorangan adalah
sama-sama tunduk pada hukum privat. Ketiga, berdasarkan teori
transformasi sebagaimana dijelaskan di atas, dimana telah terjadi
transformasi status hukum uang publik menjadi uang perdata berupa
diferensiasi kekayaan publik dan kekayaan privat sebagai bentuk batas-
batas tanggung jawab negara dalam lapangan hukum kekayaan negara,
maka begitu terjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk
ditanamkan sebagai modal pada Perseroan maka kekayaan tersebut
bertransformasi menjadi kekayaan Perseroan. Keempat, prinsip
eksistensi Persero sebagai badan hukum privat menunjukkan bahwa
Persero telah menjadi pengemban hak dan kewajiban seperti halnya
orang perorangan. Kelima, berdasarkan pemahaman bahwa posisi
negara dalam berkegiatan keperdataan berada dalam ranah hukum
privat, maka tidaklah tepat jika negara yang telah mendapatkan hak
sebagai pemegang saham masih menggunakan “tangannya” untuk
menilai pengelolaan kekayaan Persero dari perspektif hukum
administrasi ataupun hukum pidana.

Demikian pula pendapat bahwa Persero yang menyelenggarakan
amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD
1945 merupakan kepanjangan tangan negara sehingga dari perspektif
modalnya Persero tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan
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hukum privat,3! tidaklah tepat. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945,
sebagaimana dijelaskan di atas, dengan menafsirkan esensi asas gotong
royong dan prinsip kerja sama, mengisyaratkan bahwa usaha bersama
itu hubungannya ada pada lingkungan privat. Teori transformasi, juga
telah menegaskan bahwa aset negara yang dipisahkan terlah
bertransformasi menjadi aset Persero sebagai badan hukum privat.
Posisi pemerintah sebagai badan hukum publik dalam bertransaksi
usaha di ranah privat tidaklah perposisi sebagai penguasa, sehingga
tunduk pada hubungan hukum keperdataan. Dalam kaitannya dengan
hal tersebut, Soeria Atmadja dan Hartono® mengatakan bahwa:
“Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur
keuangan negara di Indonesia dewasa ini cenderung mengabaikan
badan hukum, khususnya badan hukum perdata yang memiliki orientasi
bisnis, sehingga muncul perasaan tidak nyaman (insecure feeling)
untuk memajukan bisnis yang mengakar (deep rooted business
practices) yang justru diharapkan menjadi sokoguru perekonomian
nasional.

Hadirin yang terhormat,

Akan halnya putusan MK yang mengemukakan prinsip bahwa
pemisahan kekayaan negara dalam Persero tidak dapat diartikan
sebagai putusnya kaitan negara dengan Persero melainkan dalam
rangka mempermudah pengelolaan usaha dalam rangka bisnis juga
tidak tepat.3® Dalam struktur Persero yang tunduk pada Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
maka pemisahan kekayaan negara memang tidak memutuskan kaitan
negara dengan persero tetapi hubungan negara dengan kekayaannya
adalah sebagai pemegang saham pengendali Persero yang tentu saja
dapat menentukan arah pencapaian tujuan Persero melalui forum Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS). Demikian juga halnya dengan
pendapat MK yang menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara

31 putusan MK Nomor 48/PUU-XI, 18 September 2014
32 Soeria Atmadja, Arifin dan Hartono, Darminto, ibid., Hal. 37
33 putusan MK Nomor 62/UU-X1/2013
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pada Persero bukanlah transaksi yang mengalihkan suatu hak, dan
dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan masih tetap
menjadi kekayaan negara®* juga tidak tepat. Pada waktu pendiri
Perseroan menyetorkan dana ke rekening Perseroan, maka hak atas
dana tersebut telah beralih ke Perseroan. Sebagai kompensasi atas dana
yang disetorkan ke Perseroan sebagai modal yang disetor, pendiri
Perseroan, Yyaitu negara, mendapatkan saham. Adanya transaksi
peralihan hak atas pendirian Perseroan akan semakin tampak jelas
ketika Perseroan memerlukan tambahan modal dengan menerbitkan
saham baru yang kemudian dijual kepada investor. Transaksi ini
merupakan transaksi jual beli saham dari Perseroan sebagai penjual
kepada negara atau investor lainnya sebagai pembeli, saham mana
bukan merupakan “surat yang berharga” yakni surat yang merupakan
bukti kepemilikan, tapi merupakan “surat berharga” atau negotiable
instrument yang memiliki nilai (berdasarkan harga pasar, atau
berdasarkan nilai yang tertera pada saham) dan dapat dipindahta-
ngankan.®

UU BUMN menuntut Persero untuk dapat memenuhi permintaan
pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan
berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional dan
dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan dan nilai Perseroan
yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal
bagi pihak-pihak yang terkait,% sedangkan di lain pihak, berdasarkan
UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan UU
Tipikor, keleluasaan untuk berkreasi dan berinovasi sesuai dengan
spirit kewirausahaan dibatasi oleh rezim regulasi yang birokratis.

34 pytusan MK Nomor 62/UU-X1/2013

35 Lihat Purwosutjipto, HMN, 1984, Pengertian Pokok Hukum Daagang Indonesia,
(Hukum Surat Berharga), Penebit Djambatan, Hal. 5-15
36 Penjelasan Pasal 12(1) UU BUMN
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Hadirin yang terhormat,

Dalam konteks Persero sesungguhnya sebagai konsekuensi dari
isi Pasal 11 UU BUMN?® diikuti dengan isi dari butir (3) Pasal 2A PP
No. 72 Tahun 2016 Jo. PP No. 44 Tahun 2005, 3 Persero diposisikan
sebagai badan hukum privat. Konsekuensinya, modal yang disertakan
pada Persero pada dasarnya adalah milik Persero tersebut, dan bukan
menjadi bagian dari kekayaan para pendirinya, c.q. negara,®® karena
atas kekayaan negara yang dipisahkan yang kemudian disetorkan ke
dalam Persero negara memiliki saham sebagai penggantinya.

Hal ini sesuai dengan pemahaman bawah Persero tunduk kepada
hukum Perseroan Terbatas yang didefinisikan sebagai badan hukum,
yakni penyandang hak dan kewajiban,*® termasuk kepemilikan aset
yang ada padanya. Dalam konteks Persero, juga perlu diingat bahwa PT
itu didirikan berdasarkan perjanjian, maka jelaslah bahwa hubungan
hukum yang dibangun dalam pendirian PT pada dasarnya ada pada
ranah hukum keperdataan.*!

Akibat Klaim Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menjadi
Keuangan/Kekayaan Negara

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana umumnya menganalisis suatu hukum dan
peraturan, pernilaian yang umum digunakan adalah apakah hukum dan
peraturan tersebut sesuai dengan asas kepastian hukum??, asas

37 Lihat Pasal 11 UU BUMN.
38 |Ihat Pasal 2A PP No. 72 Tahun 2016 Jo. PP No. 44 Tahun 2005
39 Lihat Hansman and Kraakman, 2004, What is Corporate Law? Dalam The

Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach, Kraakman
at.all, Oxford Universitiy Press, King’s Lynn, hal. 7
40 Lihat Ali Rido, 1986, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan,

Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 3. Lihat
juga Chidir Ali SH, 1999, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 40-41).

41 Lihat Phillipus M Hajon dkk, 2008, Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 166-167”

42 Lihat, Djamaluddin, Yundini Husni, 2021, The Concept of the Principles of Legal
Certainty, Benefit and Justice in Environmental Management, International Journal of
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keadilan®®, dan asas kemanfaatan sosial.** Klaim terhadap kekayaan
Perseroan sebagai keuangan/kekayaan negara tidak sesuai dengan
ketiga asas tersebut. Pertama, asas kepastian hukum mengalami distorsi
terhadap eksistensi doktrin business judgement rule (BJR). Dengan
adanya klaim terhadap kekayaan negara yang dipisahkan merupakan
keuangan/kekayaan negara, maka direksi dan/atau komisaris Persero
tidak sepenuhnya dapat mendasarkan pada doktrin BJR* dalam
pengambilan keputusan Persero yang dipimpinnya. BJR memang telah
diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang mengatur bahwa:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat
membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik
dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan
baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan
yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan
untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Akan tetapi persepsi tentang harapan keuntungan dan risiko yang
terukur dari perspektif bisnis tidak selalu sama dengan perspektif
kerugian keuangan negara.

Prinsip bisnis berorientasi pada efektivitas, efisiensi, kreativitas,
dan kemampuan berinovasi sedangkan birokrasi pemerintah

Research and Innovation in Social Science (IJRISS) [Volume V, Issue Il, February
2021|ISSN 2454-6186, Jakarta, Hal. 362. Lihat juga, United Nation and the Rule of
Law. What is the Rule of Law, diunduh dari https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-
the-rule-of-law/ 14 Oktober 2023; Standford Encyclopedia of Philosophy, 2016, The
Rule of Law, diuduh dari https://plato.stanford.edu/entries/rule-of-law/; James,
Lisa and Smit, Jan van Zyl, 2022, The rule of law: what is it, and why does it matter?,
The Constitution Unit, diunduh https://constitution-unit.com/2022/12/15/the-rule-of-
law-what-is-it-and-why-does-it-matter/;

43 Loc.cit

44 Loc.dit

4> Lihat Clark, Robert Charles, 1986, Corporate Law, Little, Brown and Company,
Boston, Hal. 123-124.
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berorientasi pada ketaatan prosedural. Seringkali putusan bisnis diambil
tidak untuk keuntungan jangka pendek tetapi untuk kepentingan jangka
panjang. Bisa juga keputusan bisnis bisa menguntungkan secara tidak
langsung, misalnya menguntungkan anggota perusahaan kelompoknya
(afiliasinya) secara lebih besar dibanding dengan kerugian yang harus
ditanggung oleh perusahaannya secara langsung. Bisa juga perusahaan
memutuskan untuk merestrukturisasi debiturnya agar debiturnya
memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerja keuangannya dalam
jangka panjang. Keputusan-keputusan seperti ini, meskipun telah
diambil dengan perhitungan yang matang melalui proses pengambilan
keputusan yang benar, dengan itikad baik, dengan hati-hati, tidak ada
konflik kepentingan tetap bisa dianggap salah karena perbedaan
perspektif bisnis dan perspektif kerugian keuangan negara.

Jika Perseroan memiliki piutang yang memang betul-betul tidak
mungkin ditagih maka Perseroan tidak memiliki keberanian untuk
menghapustagihkan piutang tersebut karena kekayaan Persero
merupakan kekayaan negara sehingga hapus tagih bisa
diinterpretasikan  sebagai merugikan negara. Ketidakberanian
melakukan hapus tagih berdampak tidak baik bagi debitur karena
selama hutang belum dibayar kinerja keungannya menjadi tidak
optimal sehingga bisa menutup kemungkinan untuk mendapat kredit
baru. Khusus untuk Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)
ketidakpastian hukum ini dicoba diatasi dengan Pasal 251 Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur bahwa (1) kerugian yang
dialami oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha
milik negara dalam melaksanakan penghapusbukuan dan/atau
penghapustagihan piutang merupakan kerugian bank dan/ atau lembaga
keuangan non-bank badan usaha milik negara yang bersangkutan; (2)
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan
kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan
dilakukan berdasarkan iktikad baik, ketentuan peraturan perundang-
undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik; dan (3) direksi dalam melakukan penghapusbukuan dan/atau
penghapustagihan piutang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
kerugian yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Namun



16

demikian, untuk usaha di luar UMKM ketidakpastian hukum ini masih
tetap mengemuka.

Kedua, klaim atas kekayaan Perseroan  merupakan
keuangan/kekayaan negara juga tidak selaras dengan asas keadilan.
Keputusan bisnis yang diyakini diambil dengan itikad baik,
memperhatikan prinsip kehati-hatian, tidak ada konflik kepentingan,
tetap saja “terancam masuk dalam jeratan tipikor” jika terjadi perbedaan
pandangan tentang konsep kerugian. Perlakuan Perseroan
dibandingkan dengan PT swasta dengan adanya klaim kekayaan
Perseroan dianggap sebagai keuangan/kekayaan negara dapat pula
disebut sebagai tidak selaras dengan asas keadilan,*® yang harus
memberlakukan sama para profesional BUMN dan swasta dalam
menjalankan tugas mereka berdasarkan kemampuan bisnis yang
mereka miliki.

Ketiga, ketidaknyamanan atau ketidakberanian direksi Perseroan
dalam mengambil keputusan bisnis harus dibayar dengan hilangnya
peluang keuntungan yang dapat diraih karena adanya terobosan
terhadap BJR. Dengan demikian klaim kekayaan Perseroan sebagai
keuangan/kekayaan negara dapat dianggap bertentangan dengan asas
kemanfaatan sosial mengingat bahwa tujuan dari BUMN adalah dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Klaim kekayaan Perseroan sebagai keuangan/kekayaan negara
juga tidak sesuai dengan asas badan hukum keperdataan, yakni sebagai
subyek hukum penyandang hak dan kewajiban keperdataan.
Ketidaksesuaian asas ini menjadi pembenar bagi para penuntut umum
untuk mengajukan perbuatan seseorang atas dasar telah melakukan
perbuatan melawan hukum dengan cara merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, meski terjadi dalam lingkungan kuasa
hukum privat (privaatrechtelijk rechtsgebied).*” Pengakuan terhadap
kekayaan Persero sebagai bagian dari keuangan/kekayaan negara juga
bertentangan dengan teori transformasi sebagaimana telah diuraikan di
atas.

46 Soeria Atmadija dan Hartono, ibid. Hal. 49-50.
47 Ibid. Hal. 62
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Prospek Hukum BUMN Persero di Masa Yang Akan Datang Agar
Dapat Memberikan Dukungan Yang Kuat Terhadap Pengelolaan
BUMN Persero

Untuk menganalisis prospek hukum BUMN perlu kiranya dikutip
pendapat Gijssels dan Hoecke yang menyatakan bahwa: “Pilihan bagi
suatu pandangan dinamikal atas hukum bertumpu di atas keyakinan
bahwa hukum timbul sebagai suatu rancangan (ontwerp) dari situasi
tertentu untuk mencapai suatu tujuan.”*® Menurut Gijssels dan Mark,
Hukum pada dirinya sendiri tidak pernah merupakan tujuan, melainkan
suatu sarana untuk mencapai tujuan non-yuridikal. Finalitas dari hukum
itu tidak yuridikal dan hukum karena itu memperoleh dorongan
pertumbuhannya (groet stimulus) dari luar hukum. Faktor-faktor ekstra-
yuridikal memelihara proses pertumbuhan dinamika berlangsung
terus.”*® Inti dari pendapat ini adalah bahwa hukum merupakan
rancangan situasi tertentu untuk mencapai tujuan, dan berkembangnya
hukum itu karena dorongan pertumbuhan dari luar hukum.

Tuntutan jaman agar Persero dapat dikelola secara profesional
merupakan tuntutan eksternal agar Persero berkontribusi optimal dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum merupakan sarana
untuk mewujudkan tuntutan tersebut agar Persero dapat mencapai
tujuannya. Tuntutan perubahan ini perlu dipandang sebagai groet
stimulus untuk mengakhiri kontroversi berkepanjangan tentang
kekayaan Persero®® merupakan keuangan/kekayaan negara agar tujan
Persero dapat diraih secara lebih optimal.

Dengan adanya persaingan yang semakin global, tuntutan
penggunaan teknologi yang lebih canggih, tuntutan untuk terus
berkreativitas dan berinovasi hampir dalam semua cabang bisnis yang
dikerjakan oleh Persero, direksi dan/atau komisaris dituntut untuk
bekerja lebih profesional. Untuk itu, Kementerian BUMN telah

48sidharta, B Arief, 2000, Apakah Hukum itu, terjemahan dari tulisan Gijssels, Jan
dan Hoecke, Mark van, Laboratorioum Hukum, Fakultas Hukum Uinversitas Katolik
Parahyangan, Bandung, Hal. 13

49 Loc.cit

>0 ihat Pasal 2 ayat (1) UU BUMN



18

membangun suatu sistem regulasi yang mendorong terciptanya
profesionalisme di kalangan BUMN agar BUMN sebagai agen
penciptaan nilai dan agen pembangunan memiliki peran strategis untuk
mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Selain itu, agar terwujud peraturan menteri yang berkaitan dengan
prinsip tata kelola, penerapan manajemen risiko, penilaian tingkat
kesehatan, perencanaan strategis, pedoman Kkegiatan korporasi
signifikan, penyelenggaraan teknologi informasi yang terintegrasi,
sinkron, dan harmonis, Kementerian BUMN telah melakukan
terobosan dengan menerbitkan Peraturan Menteri BUMN tentang
Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan
Badan Usaha Milik Negara.®® Terbitnya peraturan menteri tersebut
merupakan upaya untuk menghadapi tantangan zaman di bidang bisnis
yang bergerak sangat cepat seiring dengan perkembangan ekonomi
global, teknologi, dan faktor-faktor non ekonomi lainnya seperti terjadi
peperangan dan munculnya pandemi. Regulasi ini merupakan wujud
dari pertumbuhan dinamikal yang didorong oleh situasi untuk mencapai
tujuan non-yuridikal, yakni tujuan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1)
UU BUMN teresebut di atas.

Dalam kaitannya dengan keadilan sebagai faktor yang paling
esensial dari hukum, dikenal suatu adagium “aequum et bonun est lex
legume” yang menyatakan bahwa: “Tugas kaedah hukum adalah
melaksanakan melaksanakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum. Keadilan adalah nilai dasar, kemanfaatan adalah nilai praktis,
dan kepastian adalah nilai instrumen. Kendatipun demikian, antara
keadilan dan kemanfaatan di satu sisi acap kali bertentangan dengan
kepastian hukum. Jika terjadi pertentangan antara keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum, maka yang harus didahulukan
adalah keadilan, kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada old maxim

>1 peraturan Menteri BUMN RI Nomor. PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman
Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
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bahwa apa yang dianggap adil dan baik adalah hukumya hukum atau
aaguum et bonum asset lex legume.””>2

Dalam dunia investasi dikenal prinsip high risk high return yakni
suatu konsep dalam pengambilan keputusan investasi yang
menghubungkan risiko tinggi dengan hasil yang tinggi.>® Berdasarkan
prinsip tersebut, potensi keuntungan akan meningkat dengan suatu
kenaikan risiko potensial tertentu, atau apabila investor bersedia
menerima kemungkinan kerugian yang lebih tinggi, maka investasi
dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Keuntungan dan
risiko juga selalu menjadi pertimbangan dalam dunia bisnis. Untuk
itulah peraturan korporasi melindungi pengambilan keputusan bisnis itu
dengan prinsip BJR. Jika prinsip BJR tergerogoti dengan klaim atas
kekayaan Perseroan sebagai keuangan/kekayaan negara yang
dipisahkan, maka pengutamaan penerapan prinsip-prinsip bisnis tidak
dapat dilakukan secara optimal sehingga melahirkan ketidakadilan
perluakuan bagi direksi/komisaris Persero. Hal ini bertentangan dengan
adagium aequum et bonus est lex legume yang menuntut pengutamaan
asas keadilan terhadap asas keadilan dan kemanfaatan masyarakat.

Berhubungan dengan teori pertumbuhan dinamikal, dikenal
adagium “’ex non cogit ad impossibilia.” Hukum tidak bisa memaksa
seseorang untuk melakukan hal yang tidak mungkin. Dalam konteks
BUMN, ini berarti hukum dan peraturan seharusnya tidak meminta
perusahaan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak
praktis memberikan perumahan dinamis dalam lingkungan bisnis.>*

32 Mochtar, Zainal Arifin, dan Hiriej, Eddy OS, 2021, Dasar-Dasar llmu Hukum,
Memahami Kaidah, Teori, dan Fisafat Hukum, Perpustakaan Nasional: Katalog
Dalam Terbitan, Hal. 1i4-115

33 Indodax, 2023, diunduh dari https://indodax.com/academy/en/what-is-high-risk-
high-return/

>4 Alkan-Olsson, Ilhami, 2007, The Changing Nature And Role Of Soft Law In
International Economic Law

And Regulation: From State-Centric To Globalist Paradigm, Doctor of Philosophy
(PhD)  Thesis, Kent  University., Hal. 177-198.  Diunduh  dari
https://kar.kent.ac.uk/86355/1/445790.pdf; This Latin phrase means that the law does
not compel a person to do something impossible. In the context of state-owned
enterprises, this means that the law and regulation should not require companies to do
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Jika hal ini kita hubungkan dengan teori petumbuhan dinamikal tersebut
di atas maka sebenarnya klaim keuangan negara sebagai
kekayaan/keuangan negara sudah tidak diperlukan lagi. Paradigma
bisnis sudah bergesar ditandai dengan berubahnya kultur perusahaan
yang dicerminkan dari perkembangan regulasi yang dipengaruhi oleh
faktor-faktor non-yuridikal untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tidak berarti dengan usulan perubahan peraturan yang
menganggap  kekayaan negara yang dipisahkan  sebagai
keuangan/kekayaan negara lalu pengelolaan bisnis tidak bisa dipidana,
karena bertentangan dengan prinsip aequum et bonun est lex legume.
Adanya pasal-pasal mengenai penyuapan,®® penggelapan,®® dan
pencurian®’ tentu saja tetap berlaku bagi pengelolaan bisnis jika
perbuatan-perbuatan tersebut terbukti. Termasuk perbuatan-perbuatan
rekayasa keuangan yang tujuan akhirnya menguntungkan diri sendiri
juga berdasarkan pasal-pasal penggelapan, pencurian, pemalsuan,
penipuan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal yang
esensial di sini adalah bahwa keputusan bisnis yang diambil secara
terukur melalui prosedur yang benar dalam lingkungan BUMN
Perseroan seharusnya tidak bisa dipidana.

Untuk keselaran peraturan dan menghindari pelanggaran
beberapa asas-asas, teori, dan norma-norma hukum sebagaimana
diuraikan di atas maka pidato ini mengusulkan agar ketentuan-
ketentuan dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara,
UU BPK, UU Tipikor yang mengatur klaim keuangan negara yang
dipisahkan  yang menjadi kekayaan Persero  menjadi

something that is impossible or impractical given the dynamic changes in the business
environment.

>3L_Ihat Pasal 209 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lihat juga
peraturan tentang gratifikasi: Pasal 12B ayat (1) UU No0.31/1999 jo UU No.
20/2001, Pasal 12C ayat (1) UU N0.31/1999 jo UU No. 20/2001, Pasal 12C ayat (2)
UU N0.31/1999 jo UU No. 20/2001, Pasal 16, 17, 18 UU No. 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan ~ Tindak  Pidana  Korupsi., PMK Nomor
7/PMK.09/2017 tentang Pedoman  Pengendalian ~ Gratifikasi di  Lingkungan
Kementerian Keuangan, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

>6|_jhat Pasal 372 KUHP

57| ihat Pasal 362 KUHP.
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keuangan/kekayaan negara seyogyanya ditinjau kembali atau
setidaknya perlu diartikan sangat sempit, diberlakukan sangat irit dan
hati-hati agar terbangun kultur bisnis di lingkungan Persero yang
profesional. Selain itu, RUU BUMN yang akan datang perlu
menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan Perseroan adalah milik
Perseroan dan bukan merupakan keuangan/kekayaan negara, sehingga
dengan penerapan asas pernafsiran hukum berupa lex specialis derogat
legi generale®® dan lex posterior derogate legi priori®® keberlakuan
klaim atas kekayaan Perseroan sebagai keuangan/kekayaan negara
dapat dikesampingkan.

Catatan Penutup

Pidato ini diawali dengan concern besar terhadap status kekayaan
negara yang dipisahkan yang kemudian ditanamkan ke dalam Persero
sebagai modal vyang tetap dianggap sebagai bagian dari
keuangan/kekayaan negara. Dampak dari anggapan yuridis tersebut
menghalangi kebebasan manajemen untuk mengambil keputusan-
keputusan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip bisnis. Akibatnya,
pengelolaan Perseroan menjadi tidak optimum dan tentu saja Perseroan
menjadi “less attractive” bagi investor, yang pada gilirannya tidak
optimal mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menyadari kenyataan kemajuan
pengaturan BUMN vyang berorientasi kepada profesionalisme, serta
mengarah pada penciptaan kultur manajemen BUMN melalui standar-
standar yang lazim berlaku dalam dunia pengelolaan usaha, maka sudah
saatnya ketaatan terhadap asas-asas, norma-norma, teori dan kaidah-
kaidah hukum menjadi solusi agar tercapai haromonisasi hukum agar

58 | jhat Sidartha dan Lakonawa, Petrus, 2018, Lex Spesialis Derogat Legi Genrale:
Makna dan Penggunaannya, Diunduh dari: https://business-
law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generali/

>9 Budianto. Valerie Augustine, 2022, 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis,
dan Lex Posterior Beserta Contohnya., Diunduh dari:
https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-
specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/
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selaras dengan adagium aequum et bonun est lex legume sehingga
tujuan Perseroan dapat lebih optimal.

Terdapat tiga pokok masalah dari adanya anggapan yuridis bahwa
kekayaan negara yang dipisahkan yang ditanamkan sebagai modal
Perseroan merupakan bagian dari keuangan/kekayaan negara. Pertama,
adalah pemahaman bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang
ditanamkan sebagai modal Perseroan merupakan kepanjangan tangan
pemerintah. Kedua, adanya pemahaman bahwa kekayaan negara yang
dipisahkan yang ditanamkan sebagai modal Perseroan adalah
kepanjangan negara. Ketiga, bahwa anggapan yuridis tersebut
berorientasi pada “tujuan” pengawasan negara terhadap modal yang
ditanamkan pada Persero. Artinya, demi tujuan pengawasan, undang-
undang menghendaki adanya akses langsung terhadap kekayaan
maupun pengelolaan Persero melalui pemahaman bahwa kerugian
Perseroan dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan/kekayaan
negara, dan oleh karenanya masuk dalam perbuatan pidana korupsi.

Berdasarkan prinsip badan hukum privat (privaat rechpersoon)
yang merupakan subyek hukum, pengemban hak dan kewajiban, maka
ketiga alasan klaim kekayaan Perseroan sebagai keuangan/kekayaan
negara tersebut tidak dapat diterima. Ketiga anggapan yuridis tersebut
di atas juga tidak mengindahkan pemahaman tentang isyarat Pasal 33
ayat (1) UUD 1945 tentang terminologi usaha bersama dan gotong
royong, asas kesamaan kedudukan bandan hukum publik dan badan
hukum privat sepanjang mengenai hukum kebendaan dalam NBW,
teori transformasi yang menjelaskan bahwa masuknya kekayaan negara
yang dipisahkan ke Persero telah bertransformasi menjadi kekayaan
Persero, serta arti kepemilikan saham oleh negara sebagai pengendali
PT dalam forum RUPS. Ketika Persero telah menjadi badan hukum,
maka kedudukan negara tidak lagi dapat diposisikan mewakili negara
sebagai badan hukum publik, melainkan sebagai pemegang saham.

Dari perspektif yang lebih luas, anggapan yuridis tersebut juga
tidak sesuai dengan adagium “aequum et bonun est lex legume” karena
telah tidak menempatkan asas kedilan dan kemanfaatan sosial di atas
asas kepastiann hukum. Anggapan yuridis kekayaan Perseroan
merupakan keuangan/kekayaan negara mengakibatkan adagium
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aequum et bonun set lex legume tidak dapat bekerja dengan baik.
Perbedaan paradigma bisnis yang diejawantahkan dalam peraturan
business judgement rule terterobos oleh upaya penguasaan negara atas
aset Perseroan sebagai keuangan/kekayaan negara yang dipisahkan.
Tidak diindahkannya eksistensi teori transformasi mengakibatkan
penerabasan terhadap adagium aequum et bonun erst lex legume.

Penerapan adagium “lex non cogit ad impossibilia” dalam
konteks BUMN, dimana hukum dan peraturan seharusnya tidak
meminta perusahaan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin atau
tidak praktis, memberikan perumahan dinamis dalam lingkungan bisnis
perlu terus diupayakan. Menyadari kenyataan bahwa Kementerian
BUMN telah mengupayakan pelaksanaan peraturan-peraturan baru
yang berorientasi pada penguatan Kkultur perusahaan yang berbasis
profesionalisme, maka sudah saatnya keputusan-keputusan profesional
bisnis tidak dibayangi dengan ancaman akan dipidanakan karena
adanya perbedaan prinsip paradigma bisnis dengan kekhwatiran negara
atas berkurangnya nilai kekayaan yang ditanamkan berdasarkan akibat
dari keputusan bisnis sebagai suatu risiko.

Pembaharuan UU BUMN perlu secara tegas mencantumkan
bahwa kekayaan Persero adalah milik Persero tersebut. Dengan
penerapan asas lex spesialis derogat legi generali dan asas lex
posteriori derogat legi priori, maka klaim kekayaan Persero sebagai
keuangan/kekayaan negara bisa dikesampingkan. Pada saat yang sama,
perlu kiranya dilakukan peninjauan ulang terhadap anggapan yuridis
kekayaan Perseroan adalah bagian dari keuangan/kekayaan negara.

Profesionalisme dan integritas para pengelola Perseroan dituntut
ada dalam mindset para pengelola Perseroan untuk memiliki
independensi dalam setiap pengambilan keputusan bisnis dalam
pengelolaan Perseroan, sehingga terbebas dari peluang terlibat dalam
perbuatan moral hazard dan pelanggaran prinsip-prinsip GCG. Rambu-
rambu kepidanaan dalam bentuk penyuapan, penggelapan, pencurian,
penipuan, pemalsuan, serta hukum-hukum sektoral yang memberikan
ancaman pidana, seperti pada hukum perbankan, tentu saja tetap akan
berlaku bagi siapapun yang melanggarnya, baik di lingkungan
Perseroan atau pun di lingkungan swasta.
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